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Lampiran 1

Daftar Riwayat Hidup

NAMA

TEMPAT & TANGGAL LAHIR

ALAMAT

NO. HP

ASAL DAERAH

DATA ORANG TUA

: Mohamad Anugrah E.J. Danial

: Gorontalo, 28 Desember 2002

:JI. Limboto Raya. Desa Bulila. Kecamatan

Telaga. Kabupaten Gorontalo. Provinsi

Gorontalo

: 085240105348

: Provinsi Gorontalo

Nama Ayah : Hj. Endy J. Danial ST.MM

Nama Ibu : Prof. Dr. Hj. Meimoon Ibrahim SE. MM
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Gorontalo
Pekerjaan Ibu : Dosen
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1. SD Negeri2 Telaga.......ccccooiuiiiiiiiiiiiiiiieee e 2008-2014

2. MTs. Negeri 3 Kabupaten Gorontalo....................................... 2014-2017

3. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo..........c.cccccoevveeeiii . 2017-2020

4. Universitas Hasanuddin............cccuueieiioiiiiiiiiiieee e 2020-2024
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Lampiran 2

Matriks Pengembangan Instrumen Penelitian

N RUMUSAN FOKUS SUB FOKUS | DESKRIPTOR INFORMAN

O |MASALAH PENELITIAN PENELITIAN

1 P2 3 4 5 6
Bagaimana faktor Komunikasi 1. Akurat Komunikasi Sekertaris
komunikasi dalam 2.Dimengerti |berkaitan dengan  |Daerah Kota
implementasi 3.Cepat dan |penyampaian Gorontalo
kebijakan retribusi tepat informasi, ide, Kepala Badan
kebersihan di Kota keterampilan, Lingkungan
Gorontalo ? peraturan dan lain- Hidup Kota

lain menggunakan |Gorontalo

sarana tertentu
kepada pihak yang
berhak
menerimanya.
Implementasi
kebijakan akan
berjalan secara
efektif bila mereka
lyang melaksanakan
keputusan
mengetahui apa
lyang harus mereka
lakukan
Komunikasi
selayaknya cepat
dapat tersampaikan
dan

penyampaian

Kepala Badan
Keuangan Kota
Gorontalo
Camat Kota
Selatan

Lurah
BiyawaO
Lurah Biyawu
Tokoh
masyarakat
Masyarakat
Kelurahan
Biyawu Kota
Gorontalo
Mayarakat
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tepat kepada para

Kelurahan

Gorontalo?

Sarana prasarana
berupa fasilitas
penunjang tersedia
Angaran biaya
tersedia cukup
dalam peruntukan
pengelolaan
pelayanan
kebersihan
persampahan.
Tenaga kerja
merupakan
penggerak
pelaksana
implementasi
kebijkan retribusi
kebersihan

pelaksana (aktor [BiyawaO

pelaksana) dan  [10.Petugas

masyarakat, kebersihan
Bagaimana peran 2.SumberDaya |1.Informasi Perintah- perintah [Sekertaris
faktor sumber daya 2.Sarana implementasi Daerah Kota
dalam implementasi prasarana diteruskan dengan (Gorontalo
kebijakan retribusi 3. Anggaran, |cermat, jelas dan |Kepala Badan
kebersihan di Kota 4. Tenaga kerja |konsisten. Lingkungan

Hidup Kota
Gorontalo
Kepala Badan
Keuangan Kota
Gorontalo
Camat Kota
Selatan

Lurah BiyawaO
Lurah Biyawu
Tokoh
masyarakat
Masyarakat
BiyawaO kota
Gorontalo
Masyarakat
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persampahan yang
tersedia seperti

Biyawu kota
Gorontalo

petugas kebersihan |Petugas
dan petugas kebersihan
pemungut retribusi
(kolektor)
Bagaimana faktor |Faktor DisposisiSikap Sikap para Sekertaris
disposisi pelaksana pelaksana kebijakanDaerah Kota
dalam Kejelasan merupakan faktor |(Gorontalo
implementasi perintah yang mempunyai Kepala
kebijakan retribusi cara konsekuensi dalam [Badan
kebersihan mengawasi [implementasi Lingkungan
di Kota atasan kebijakan. Hidup Kota
Gorontalo ? kepada Kejelasan perintah |Gorontalo
bawahan merupakan instruksiKepala Badan
yang diberikan oleh [Keuangan
atasan terhadap Kota
bawahan hendaklah(Gorontalo
tidak tumpang tindihiCamat Kota
dengan perintah  [Selatan
lain yang diberikan. [Lurah
Termasuk perintah [BiyawaO

kepada masyarakat.
Cara

Lurah Biyawu
Tokoh
masyarakat
Masyarakat
BiyawaO kota
Gorontalo

106




mengawasi
merupakan
pengawasan dan
evaluasi yang
dilakukan oleh
pimpinan hendaklah
terukur dan
terstruktur serta
intens.

Masyarakat
Biyawu kota
Gorontalo
.Petugas
kebersihan

Bagaimana faktor
struktur birokrasi
dalam implementasi
kebijakan retribusi
kebersihan di Kota
Gorontalo ?

Faktor struktur
Birokrasi

SOP
Fragmentasi
3.Koordinasi

Standard Operating
Procedure
berkembang

internal terhadap
waktu yang terbatas
dan sumber dari
para pelaksana
serta keinginan
untuk keseragaman
dalam bekerjanya
organisasi yang
komplek dan
tersebar luas.
Penyebaran

sebagai tanggapan |.

Sekertaris
Daerah Kota
Gorontalo
Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup Kota
Gorontalo
Kepala Badan
Keuangan Kota
Gorontalo
Camat Kota
Selatan

Lurah BiyawaO
Lurah Biyawu 1

107




tanggung jawab
terhadap suatu
wilayah kebijakan
di antara beberapa
unit  organisasi.
Semakin banyak
aktor-aktor  dan
badan-badan yang
terlibat
dalam suatu
kebijakan tertentu
dan
semakin

saling
berkaitan
keputusan-
keputusan mereka,
semakin

kecil
kemungkinan
keberhasilan
implementasi.
3. FungsiKoordinasi
dalam birokrasi
adalah hal penting
dalam
menggerakkan
(actuating) seluruh
aktor pelaksana
kebijakan .
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Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Pertanyaan yang di ajukan dalam pedoman wawancara ini hanya untuk digunakan

dalam rangka penulisan skripsi pada Fakultas lImu Sosial Dan limu Politik Jurusan

[Imu Administrasi Departemen Administrasi Publik Universitas Hasanuddin. Mohon

Bapak/ibu dapat memberikan informasi obyektif. Dan informasi yang diberikan

dijaga kerahasiaannya.

Identititas Responden

Nama :

NIP*

Jabatan* : (* = jika ada)

Pertanyaan

Faktor Komunikasi

1. Menurut bapak/ibu, bagaimana keakuratan komunikasi dalam
mengimplementasikan kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

2. Menurut bapak/ibu, Apakah komunikasi dalam implementasi kebijakan
retribusi kebersihan di Kota Gorontalo dapat dimengerti ?

3. Menurut bapak/ ibu, Apakah komunikasi dalam implementasi kebijakan

retribusi kebersihan di Kota Gorontalo terlaksana secara cepat dan tepat ?

Faktor Sumber Daya

4. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa informasi dalam
implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia
?

5. Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa sarana prasana dalam
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implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo cukup tersedia
?

Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa anggaran biaya pengelolan
pelayanan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota
Gorontalo cukup tersedia ?

Menurut bapak/ ibu, Apakah sumber daya berupa tenaga kerja pelaksana
pelayanan dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota

Gorontalo cukup tersedia ?

Faktor Disposisi

8.

10.

Menurut bapak/ ibu, bagaimana sikap pelaksana dalam implementasi
kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

Menurut bapak/ ibu, bagaimana kejelasan perintah dalam implementasi
kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

Menurut bapak/ ibu, bagaimana cara mengawasi atasan terhadap bawahan

dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

Faktor Struktur Birokrasi®

11.

12.

13.

Menurut bapak/ ibu, bagaimana Standar Operasional Prosedur dalam
implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?

Menurut bapak/ ibu, bagaimana fragmentasi (tanggung jawab diantara unit
organisasi) dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota
Gorontalo?

Menurut bapak/ ibu, bagaimana fungsi koordinasi diantara unit organisasi

dalam implementasi kebijakan retribusi kebersihan di Kota Gorontalo ?
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Lampiran 4

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Gorontalo

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO URAIAN BESARAN TARIF
A Bangunan Rumah : Rp 20,000 /Bulan
B (Bangunan kantor :
1 Kantor selain milik pemerintah daerah; Rp 150,000 /Bulan
2 kantor swasta; Rp 150,000 /Bulan
3 Bank-bank ; Rp 250,000 /Bulan
4 Bangunan rumah + kantor + gudang. ( Ruko) Rp 200,000 /Bulan
[ =3 Bangunan asrama /kos-kosan :
1 Asrama/kos-kosan (1 s/d 10 kamar); Rp 50,000 /bulan
2 Asrama/kos-kosan (11 s/d 25 kamar); Rp 75,000 /bulan
3 Asrama/kos-kosan (26 keatas). Rp 100,000 /bulan
D Bangunan sekolah/perguruan tinggi :
1 Sekolah SD Swasta ; Rp 50,000 /bulan
2 Sekolah SMP swasta; Rp 75,000 /bulan
3 Perguruan tinggi. Rp 300,000 /bulan
E |Bangunan Perdagangan
1 Setiap pcmakai ruangan tetap pasar terbuka; Rp 30,000 /bulan
2 Toko petak pasar; Rp 2,000 /Hari
3 Pasar mingguan /perpetak; Rp 30,000 /bulan
4 Kaki lima; Rp 2,000 /Hari
5 |Toko/ruko; Rp 30,000 /bulan
6 Mini market; Rp 75,000 /bulan
7 Super market; Rp 150,000 /bulan
8 Mall; Rp 500,000 /bulan
9 Penangkar bunga; Rp 30,000 /bulan
10 |Pemasok barang bekas sampah non organik; Rp 250,000 /bulan
11 |Konter ponsel; a. Kecil Rp 30,000 /bulan
b. Besar Rp 50,000 /bulan
12 |Warnet.
F |Bangunan/sarana kesehatan :
) | Rumah sakit umum bersalin tipe C; Rp 500,000 /bulan
2 Rumah sakit kecil tipe D; Rp 500,000 /bulan
3 Rumah sakit tipe B; Rp 1,000,000 /bulan
4 Klinik terpadu; Rp 300,000 /bulan
S Apotek; Rp 50,000 /bulan
6 Puskesmas/balai pengobatan; Rp 50,000 /bulan
4 Tempat praktek dokter. Rp 50,000 /bulan
G |Penginapan/hotel :
¥ Penginapan/wisma/losmen; Rp 100,000 /bulan
2 Hotel kelas melati; Rp 200,000 /bulan
3 Hotel berbintang. Rp 750,000 /bulan
H Bangunan usaha lain :
1 Pedagang kali lima emperan Rp 2,000 /Hari
PERANGKAT KEPALA ASISTEN SEKDA
DAERAH BAGIANy HUKUM

Q

Y4

I

N
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2 |Hotel kelas melati; Rp 200.000 /bulan
3 Hotel berbintang. Rp 750.000 /bulan
H |Bangunan usaha lain :
1 Pedagang kali lima emperan Rp 2.000 /Hari
2 Pedagang kali lima makanan/pasar jajan; Rp 2.000 /Hari
3 Rumah makan; Rp 50.000 /Bulan
4 Restoran; Rp 150.000 /Bulan
S Rumah makan lepas; Rp 2.000 /Hari
6 |Bengke! sepeda / Motor Rp 30.000 /Bulan
7 |Bengkel mobil Rp 50.000 /Bulan
8 |Tempat pangkas rambut Rp 30.000 /Bulan
9 [Salon; Rp 30.000 /Bulan
10 |Rental/PO; Rp 50.000 /Bulan
11 [Depot air isi ulang; Rp 30.000 /Bulan
12 |Cuci mobil; Rp 50.000 /Bulan
13 |Show room; Rp 75.000 /Bulan
14 |Optik; Rp 30.000 /Bulan
15 |[Travel udara; Rp 50.000 /Bulan
16 |Foto copy; Rp 75.000 /Bulan
17 |Pabrik; Rp 75.000 /Bulan
18 |Bioskop: Rp 1.500.000 /Bulan
19 |Bilyard; Rp 50.000 /Bulan
20 [Vulkanisir ban/tampal ban; Rp 30.000 /Bulan
21 [Sampah luar biasa sekali angkut; Rp 150.000 /Bulan
22 |[Sampah bongkaran/sekali angkut; Rp 150.000 /Bulan
23 |Pembuangan ke TPA/sekali buang secara Rp 100.000 /Bulan
24 [Sampah industri logam /khusus; Rp 50.000 /Bulan
25 [(Pertamina; Rp 600.000 /Bulan
26 |[SPBU. Rp 100.000 /Bulan
I |Pelayanan khusus atas permintaan sendiri Rp 150.000 [/Sekali Angkut
Pelayanan kebersihan pada kegiatan-kegiatan
oleh pemerintah, swasta, organisasi dan
J masyarakat seperti : hiburan pagelaran,
kampanye dan kegiatan massal lainnya
dikenakan biaya perkegiatan :
Kegiatan besar; Rp 1.000.000 /Kegiatan
2 |Kegiatan sedang; Rp 750.000 /Kegiatan
3 |Kegiatan kecil. Rp 300.000 /Kegiatan

/ WALI KOTA GORONTALO,

P\

/

nyN A. TAHA
PERANGKAT KEPALA ASISTEN SEKDA
DABRAH BAGIAN HUKUM 1o

{

?

L
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Lampiran 5

Dokumentasi Penelitian

Wawancara Bersama Masyarakat Kelurahan Biawao Kota Gorontalo
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Wawancara Bersama kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo
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Wawancara Bersama bapak kepala bidang persampahan/kebersihanBLH Kota
Gorontalo
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Wawancara Bersama pihak Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo

116



